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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUSLIK INDONESIA 
NOMOR 039/Menkes/SK/1/2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa kemajuan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB} khususnya 
dalam bidang In Vitro Fertilization (IVF} berkembang secara pesat; 

b. bahwa Teknologi Reproduksi Berbantu diselenggarakan dalam rangka 
membantu pasangan suami istri yane tidalt subur untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
5063}; 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rum ah Sakit (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tar.~ bahc..1 Lembaran Negara Nomor 
5072); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelit ian dan 
Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor _ 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupatei1/Kota (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 


































